
BUPATI SABU RAIJUA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 23 TAHUN 2020.

TENTANG

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Dan

Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Dan Tunjangan
Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

^(/(Republik Indonesia Nomor 4936); /



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri
Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6545);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011
Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

I/AtAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak seorang PNS pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
danayang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada :
a. PNS;

b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia;
c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya

dibayar oleh instansi induknya.

Pasal 3

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli.
(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan bagi PNS
paling banyak meliputi:

a. Gaji Pokok;

b. Tunjangan Keluarga; dan
Ip. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum. 0



Pasal 5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga diberikan
kepada Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya
dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 6

(1)Besaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Pasal 7

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :
a. Bupati dan Wakil Bupati;

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang

gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dibayarkan pada bulan Agustus.

(2) Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada
bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

Proses penerbitan dan pengajuan SPP-SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran
ly^endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua. t



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu
Raijua.

Ditetapkan di Seba
r^us 2020

Diundangkan di Seba

pada tanggal 10 Agustus 2020

KABUPATEN SABU RAIJUA, /SEKRET

RAIJUA,

. RIHI HEKE

SEPTENl .BULB LOGO

|(y|3ERITA SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 23. H


